
PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

DPUPKP
K A B .  B A N T U L

20
25



 

PEMERINTAH  KABUPATEN  BANTUL 

DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN 

DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

 
Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul DI Yogyakarta Kode Pos 55713 

Telp / Fax . (0274) 367310 
Website: dpupkp.bantulkab.go.id  I  Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id 

 

 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 
TAHUN 2025 

 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama : JIMMY ALRAN M. SIMBOLON, S.E., M.Si. 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan  

      Permukiman Kabupaten Bantul 

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Jabatan : Bupati Bantul  

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 
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BUPATI BANTUL 

 

 

 

 

H. ABDUL HALIM MUSLIH 

Bantul, 19 September 2025 
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Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN 1  

TABEL KINERJA 

TAHUN 2025 

Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Jabatan : Plt. Kepala Dinas 

Tahun Anggaran : 2025 

 

No Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Tujuan  

Meningkatkan 

pengentasan kawasan 

kumuh dan pemerataan 

infrastruktur antar 

wilayah 

Indeks 

Pemerataan 

Infrastruktur 

Indeks 0,8642 I 0,8642 

II 0,8642 

III 0,8642 

IV *0,8642 

1.1 Sasaran  

Meningkatkan akses 

masyarakat terhadap 

infrastruktur berkualitas 

Indeks 

Peningkatan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Indeks 1,70 I 1,7 

II 1,7 

III 1,7 

IV *1,70 

2. Tujuan 

Meningkatkan 

pengentasan kawasan 

kumuh dan pemerataan 

infrastruktur antar 

wilayah 

Persentase 

kawasan kumuh 

yang ditangani 

Persen 59,36 I 59,36 

II 59,36 

III 59,36 

IV *59,36 

2.1 Sasaran  

Meningkatnya kualitas 

sarana dan prasarana di 

kawasan kumuh 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rumah tangga 

dengan akses 

sanitasi aman 

Persen 25,51 I 25,51 

II 25,51 

III 25,51 

IV *25,51 

Rumah Tangga 

dengan Akses 

Hunian 

Layak, 

Terjangkau dan 

Berkelanjutan 

Persen 99,09 I 99,09 

II 99,09 

III 99,09 

IV *99,09 

Akses Rumah 

Tangga 

Perkotaan 

terhadap Air 

Siap Minum 

Perpipaan 

Persen 80 I 80 

II 80 

III 80 

IV *80 

 
 
 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Keterangan: 
 
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan 

anggaran sebagai berikut: 
 

No Nama Program   Anggaran 

1.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

: Rp..  18.198.467.827 

2.  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) : Rp..  20.240.241.294 

3.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

: Rp..  18.918.285.942 

4.  Program Pengembangan Sistem dan Pengolahan 

Persampahan Regional 

: Rp..    4.057.591.900 

5.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Air Limbah 

: Rp..  11.142.117.714 

6.  Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 

Drainase 

: Rp..    3.571.221.000 

7.  Program Penataan Bangunan Gedung : Rp..    7.349.427.608 

8.  Program Penyelenggaraan Jalan : Rp..  61.618.068.695 

9.  Program Pengembangan Jasa Konstruksi : Rp..    1.073.071.744 

10.  Program Pengembangan Perumahan : Rp..    3.887.775.592 

11.  Program Kawasan Permukiman : Rp..    2.118.227.500 

12.  Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kumuh 

: Rp..       780.000.000 

13.  Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU) 

: Rp..    5.645.842.400 

14.  Program Penyelenggaraan Keistimewaan 

Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana 

Keistimewaan) 

: Rp..                         0 

 Jumlah Anggaran : Rp.. 158.600.339.216 

 

 

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome. 
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Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



LAMPIRAN II 

PENJELASAN KINERJA 

TAHUN 2025 

 
Uraian Sasaran 1 : 

“Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah upaya daerah dalam memperbaiki, 

meningkatkan kondisi dan mengembangkan fasilitas serta infrastruktur yang digunakan oleh 

masyarakat umum sesuai dengan yang menjadi kewenangannya. Dasar hukum dalam 

mencapai kinerja antara lain Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Undang-Undang ini mengatur mekanisme 

perencanaan pembangunan nasional, yang salah satunya meliputi penyusunan rencana 

pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang mendukung kebutuhan 

masyarakat. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan sarana dan prasarana publik di tingkat lokal, termasuk kewajiban untuk 

menyediakan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat. Peraturan Bupati Bantul Nomor 

50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul 

Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 1 buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Indeks 

Peningkatan 

Infrastruktur 

Wilayah 

Mengukur sejauh mana 
pembangunan dan 
perbaikan infrastruktur di 
Kabupaten Bantul 
mampu meningkatkan 
aksesibilitas, 
konektivitas, serta 
kualitas pelayanan dasar 
masyarakat. Di 
Kabupaten Bantul, IPI 
berfungsi sebagai tolok 
ukur keberhasilan 
pembangunan 
infrastruktur yang 
berorientasi pada 
kebutuhan masyarakat 
dan penguatan daya 
saing wilayah. 

(Pertumbuhan Kondisi 
Jalan Kabupaten yang 
Mantap + Pertumbuhan 
Kondisi Akses Air Minum 
Aman + Pertumbuhan 
Kondisi Akses Air Limbah 
Domestik Aman + 
Pertumbuhan Kondisi 
Saluran Irigasi + 
Pertumbuhan PBG-SLF) / 5 

Rencana Strategis Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 2025 - 2030 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Indeks 
Peningkatan 
Infrastruktur 
Wilayah 

1,70 Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 

Tahun 2025-2030. Capaian Indeks Peningkatan Infrastruktur 

Wilayah pada tahun 2024 belum ada karena merupakan indikator 

baru yang mengukur tingkat perkembangan, kualitas, dan 

keterjangkauan infrastruktur wilayah secara menyeluruh. Indeks ini 

merefleksikan ketersediaan, aksesibilitas, dan kebermanfaatan 

infrastruktur dasar (jalan, jembatan, perumahan, air minum, sanitasi, 

drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya). 

 
Uraian Sasaran 2 : 

“Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di kawasan kumuh” 

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah untuk mewujudkan lingkungan permukiman 

yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana di 

kawasan kumuh bukan hanya untuk memenuhi standar fisik, tetapi juga untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar, aksesibilitas, serta 

lingkungan sehat dan layak huni. Hal ini didukung oleh regulasi nasional maupun daerah, 

serta menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah daerah untuk menurunkan luas 

kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. 

Undang-Undang ini mengatur mekanisme perencanaan pembangunan nasional, yang salah 

satunya meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana 

publik yang mendukung kebutuhan masyarakat. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang 

mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman secara menyeluruh, 

terencana, dan berkelanjutan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah 

Kabupaten Bantul. 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Indikator Kinerja 

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) buah indikator kinerja yang akan menggambarkan secara 

langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain: 

No Uraian Relevansi Formulasi Sumber Data 

1 Rumah 

tangga 

dengan akses 

sanitasi aman 

Peningkatan akses 
penduduk terhadap 
Penyediaan pengelolaan 
air limbah domestik di 
Kabupaten Bantul, 
didukung oleh 
pelaksanaan kegiatan 
berupa peningkatan/ 
perluasan SPALD 
Setempat, SPALD 
terpusat Skala 
Permukiman maupun 
SPALD Terpusat Skala 
Kota. 

Jumlah rumah tangga 
yang memiliki akses 
terhadap SPALD-T 
ditambah Jumlah rumah 
tangga dengan akses 
terhadap tangki septic 
dan limbah diolah dalam 
instalasi pengolahan 
lumpur tinja (IPLT) dibagi 
dengan jumlah total  
rumah tangga kali 100 

Rencana Strategis Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 2025 - 2030 

2 Rumah 
Tangga 
dengan Akses 
Hunian Layak, 
Terjangkau 
dan 
Berkelanjutan 

Perbaikan sarana dan 
prasarana dasar di 
kawasan kumuh, seperti 
jalan lingkungan, 
drainase, air bersih, 
sanitasi, persampahan, 
dan ruang terbuka, 
berkontribusi langsung 
pada peningkatan 
kualitashunian 
masyarakat. Hunian 
yang semula tidak 
memenuhi standar 
kelayakan dapat 
meningkat kualitasnya 
melalui dukungan 
infrastruktur lingkungan 
yang memadai. 

Jumlah rumah tangga 
hunian layak, terjangkau, 
Berkelanjutan dibagi 
dengan jumlah total  rumah 
tangga kali 100 

Rencana Strategis Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 2025 - 2030 

3 Akses Rumah 
Tangga 
Perkotaan 
terhadap Air 
Siap Minum 
Perpipaan 

Peningkatan akses 
penduduk terhadap air 
minum di Kabupaten 
Bantul, didukung oleh 
pelaksanaan kegiatan 
berupa peningkatan/ 
perluasan SPAM 
jaringan perpipaan di 
Kawasan perkotaan dan 
Kawasan perdesaan 
pada Program 
Pengelolaan Dan 
Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum. 

Jumlah rumah tangga 
perkotaan yang memiliki 
akses terhadap air siap 
minum perpipaan dibagi 
dengan jumlah total  rumah 
tangga seluruhnya di 
perkotaan (Kota 
Administratif Kabupaten) 
kali 100 

Rencana Strategis Dinas 
Pekerjaan Umum, 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 2025 - 2030 

 

 

 
 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Target Kinerja 

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja 

yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut: 

Indikator 

Kinerja 
Target Penjelasan 

Rumah tangga 

dengan akses 

sanitasi aman 

25,51% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 

Tahun 2025-2030. 

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2024 

sebesar 25,25%. Target telah meningkat dari capaian 2024.  

Rumah Tangga 

dengan Akses 

Hunian Layak, 

Terjangkau dan 

Berkelanjutan 

99,09% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 

Tahun 2025-2030.  

Baseline realisasi pada tahun 2024 sama dengan target pada tahun 

2025 dengan pertimbangan posisi capaian sudah mendekati angka 

maksimum, yang secara praktis hampir seluruh rumah tangga di 

Kabupaten Bantul telah memiliki akses hunian layak, terjangkau, dan 

berkelanjutan.  

Target indikator 99,09% pada tahun 2024 dan 2025 menggambarkan 

bahwa Kabupaten Bantul sudah berada pada tahap pemantapan dan 

pemeliharaan capaian, bukan lagi pada tahap peningkatan drastis. 

 

Akses Rumah 

Tangga 

Perkotaan 

terhadap Air 

Siap Minum 

Perpipaan 

80% Target tersebut sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas 

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman periode 

Tahun 2025-2030.  

Karena Kabupaten/Kota belum memiliki akses air siap minum 

perpipaan maka indikator ini menggunakan pendekatan Akses 

Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Bersih Jaringan Perpipaan 

(%). Perhitungan hanya dilakukan di kota administrasi yaitu 

Kapanewon Bantul. Realisasi pada tahu 2024 adalah 78,54%. Target 

tahun 2025 telah meningkat dari tahun 2024. 

 

 

 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

SEKRETARIAT

20
25



























PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

BIDANG SDA

20
25

























PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

BIDANG CIPTA KARYA

20
25



































PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

BIDANG BINA MARGA

20
25



















PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

BIDANG PERKIM

20
25





























PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

BIDANG BINA KONSTRUKSI

20
25



















PE
RJ

AN
JIA

N
KIN

ER
JA

PERUBAHAN

Jl. Panembahan Senopati Palbapang

www.bantulkab.go.id

0274-367310

UPTD

20
25






















